
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 32                                       TAHUN 2022 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR       32      TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang  : a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar kepada masyarakat 

dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang 

merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah 

Daerah dalam melakukan Pelayanan Dasar kepada 

masyarakat; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, penyelengara Pemerintahan Daerah 

memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar 

Pelayanan Minimal yang ditetapkan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1649); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 



 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

6.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 868); 

7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

8.  Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1541); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1619); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 158); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); dan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 

 



 

MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan 

Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar 

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut 

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari 

tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan  

pemenuhan  Pelayanan  Dasar, penyusunan rencana pemenuhan 

Pelayanan Dasar, pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa 

dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh 

setiap individu agar dapat hidup secara layak. 

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 

diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. 

12. Mutu Pelayanan Dasar adalah  ukuran  kuantitas  dan kualitas 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya 

secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar 

Teknis agar hidup secara layak. 



 

13. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang 

dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau 

tata cara pemenuhan standar. 

14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar Warga Negara. 

15. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang 

bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 

17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

18. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

19. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan 

air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota; 

20. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM 

merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air 

minum. 

21. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha 

dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, 

perniagaan, apartemen, dan asrama. 

22. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area 

yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat 

tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 

23. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. 

24. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen 

perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu 

yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat 

Daerah serta pemangku kepentingan terkait. 

25. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, 

rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas 

lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi 

dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan 

bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan 

dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau 

pemanfaatannya. 



 

26. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan 

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan 

serta kesehatan penghuninya. 

27. Penyediaan rumah adalah kegiatan menyediakan unit rumah 

yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui 

pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. 

28. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan 

biasanya makan bersama dari satu dapur. 

29. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP 

adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan 

perlindungan masyarakat. 

30. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut 

Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai 

dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Gubernur. 

31. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 

tenteram, tertib dan teratur. 

32. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam 

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak. 

33. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

34. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang 

telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas. 

35. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak 

sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat 

setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan 

yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat 

umum. 

36. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan 

untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

37. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

38. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat 

Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 



 

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan 

kebutuhan dasar pengungsi. 

39. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat 

Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 

kondisi masyarakat yang terkena bencana. 

40. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi 

kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak 

terurus. 

41. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat. 

42. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan 

Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan 

dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar. 

43. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk 

melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis 

dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang 

ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

44. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi 

dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau 

pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan 

tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 

45. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan 

dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang 

yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang 

ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. 

46. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok 

masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial 

maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi 

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan 

di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau 

tanpa imbalan. 

47. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation yang 

selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi 

yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, 

pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial 

terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan 

berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

48. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 

sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 



 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 

keluarganya. 

49. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 

hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

50. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan 

keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

51. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan 

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

52. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk 

keluaran atau hasil. 

53. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang 

telah ditetapkan untuk dicapai. 

54. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

55. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutntnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

56. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

57. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

59. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

60. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

61. Hari adalah hari kerja. 

62. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan 

daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara 

Daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik serta saling menguntungkan. 



 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan/acuan 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dalam melaksanakan penerapan SPM. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 

a. mengintegrasikan antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pelaporan SPM oleh Pemeritah Daerah; dan 

b. mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

Pasal 4 

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: 

a. kesesuaian kewenangan;  

b. ketersediaan;  

c. keterjangkauan;  

d. kesinambungan;  

e. keterukuran; dan  

f. ketepatan sasaran. 

Pasal 5 

(1) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota menurut pembagian urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

(2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh 

oleh setiap warga negara secara minimal. 

(3) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang 

dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh 

setiap warga negara. 

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 

ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan 

tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga 

negara secara terus-menerus. 

(5) Keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 

ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang 

terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

(6) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f 

ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau 

jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah 

ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi 

keluarga miskin atau tidak mampu. 



 

Pasal 6 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:  

a. Penerapan SPM; 

b. Koordinasi Penerapan SPM; 

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SPM; 

d. Pembinaan dan Pengawasan; dan 

e. Pendanaan. 

BAB II 

PENERAPAN SPM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis 

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

(2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak 

memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan 

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. 

Pasal 8 

(1) Jenis SPM terdiri atas SPM: 

a. pendidikan;  

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum; 

d. perumahan rakyat; 

e. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan   

f. sosial. 

(2) Materi muatan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Jenis Pelayanan Dasar; 

b. Mutu Pelayanan Dasar; dan 

c. Penerima Pelayanan Dasar. 

Pasal 9 

Penerapan jenis SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan dibidang:  

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat; dan  

f. sosial. 



 

Bagian Kedua 

Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar 

Paragraf 1 

SPM Pendidikan 

Pasal 10 

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan terdiri atas: 

a. pendidikan menengah; dan 

b. pendidikan khusus. 

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Standar 

Teknis yang terdiri dari: 

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; 

b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan; dan 

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 

(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan 

ketentuan: 

a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) 

tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; dan 

b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun 

untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus. 

(4) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 2 

SPM Kesehatan 

Pasal 11 

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan terdiri atas: 

a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis 

kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 

Provinsi; dan 

b. pelayanan  kesehatan  bagi  penduduk  pada kondisi 

kejadian luar biasa Provinsi. 

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Standar 

Teknis yang terdiri dari: 

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; 

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia 

kesehatan; dan 

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 

 



 

(3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan 

ketentuan: 

a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana 

dan/atau berpotensi bencana Provinsi untuk Jenis 

Pelayanan Dasar  pelayanan kesehatan bagi penduduk 

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau 

berpotensi bencana Provinsi; dan 

b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi untuk 

Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk 

pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi. 

(4) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 3 

SPM Pekerjaan Umum 

Pasal 12 

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas: 

a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas 

Kabupaten/Kota; dan  

b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 

regional lintas Kabupaten/Kota. 

(2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Standar 

Teknis yang terdiri dari: 

a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan air minum 

curah lintas Kabupaten/Kota berupa ukuran kuantitas dan 

kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik 

regional lintas Kabupaten/Kota meliputi kuantitas dan 

kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria. 

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas: 

a. penyelenggara SPAM oleh badan usaha milik daerah dan unit 

pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang menjadi penerima air minum curah 

lintas Kabupaten/Kota; dan  

b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan 

pengolahan air limbah domestik regional, terutama 

diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu 

dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah 

domestik dan dekat badan air. 



 

(4) Standar teknis mutu pelayanan dasar pada SPM bidang 

pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 4 

SPM Perumahan Rakyat 

Pasal 13 

(1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: 

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 

korban bencana Provinsi; dan 

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: 

a. pendampingan/pembinaan;  

b. pembimbingan;  

c. penyuluhan; 

d. pelayanan informasi; dan  

e. bantuan teknis. 

(3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

meliputi:  

a. pendampingan penggantian kerugian;  

b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design 

(DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;  

c. pembangunan Rumah Susun Umum;  

d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau  

e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program 

pemerintah daerah. 

(4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Standar 

Teknis yang terdiri dari: 

a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah 

yang layak huni bagi korban bencana Provinsi meliputi 

standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;  

b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa 

setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan 

rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam 

dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;  

c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a 

ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan 

dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni; 

d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak 

huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program 

Pemerintah Daerah Provinsi meliputi standar jumlah dan 

kualitas pelayanan dasar;  



 

e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa 

setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah 

rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang 

akan ditangani; dan  

f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b 

ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan 

dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi 

dan rumah layak huni. 

(5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. Penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi 

rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap 

rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria; dan 

b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar 

fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang 

terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yaitu 

setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah 

daerah provinsi yang memenuhi kriteria. 

(6) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM 

bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 5 

SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum   

Pasal 14 

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman dan ketertiban umum 

yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. 

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam standar 

teknis yang terdiri dari: 

a. standar Operasional Prosedur Satpol PP;  

b. standar sarana prasarana Satpol PP;  

c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan 

anggota perlindungan masyarakat; dan  

d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman 

dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 

(3) Penerima pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu warga negara yang 

terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum 

akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Gubernur serta warga negara yang 

mendapatkan manfaat dari penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Gubernur sesuai dengan mutu pelayanan dasar. 

 



 

(4) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM 

bidang ketentraman dan keteriban umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 6  

SPM Sosial 

Pasal 15 

(1) Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial terdiri atas: 

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di 

dalam panti; 

b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; 

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan 

dan pengemis di dalam panti; dan 

e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah 

tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi. 

(2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam standar 

teknis yang paling kurang memuat: 

a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;  

b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan  

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 

(3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu warga negara dengan 

ketentuan: 

a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar 

rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di 

dalam panti; 

b. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial 

dasar anak telantar di dalam panti; 

c. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi 

sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; 

d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar 

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan 

dan pengemis di dalam panti; dan 

e. korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar 

perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah 

tanggap darurat bagi korban bencana Provinsi. 

(4) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM 

bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

 



 

Bagian Ketiga 

Tahapan Penerapan SPM 

Pasal 16 

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:  

a. pengumpulan data; 

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; 

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan 

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

Paragraf 1 

Pengumpulan Data 

Pasal 17 

(1) Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana 

penerapan SPM meliputi: 

a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak 

memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga 

negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar 

dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan 

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, 

termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum 

dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan 

terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. 

(3) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan 

serta perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

(4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Pengumpulan data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM 

yang ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) 

dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. 

Pasal 18 

(1) Perangkat Daerah pelaksana penerapan SPM, menyusun target 

dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan mengenai target dan indikator kinerja pencapaian 

SPM setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 



 

Paragraf 2 

Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar  

Pasal 19 

(1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang 

dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan 

Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana 

dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. 

(2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan 

sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, 

masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah. 

(3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan 

Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima 

Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau 

jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai 

dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. 

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM. 

(3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang 

tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan: 

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau 

dijangkau sendiri; 

c. kondisi bencana; dan/atau  

d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi 

sendiri. 

Paragraf 3 

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan 

Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan perhitungan warga negara 

yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu 

sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) yang dimuat dalam 

dokumen RPJMD dan RKPD. 

(2) Perangkat Daerah pelaksana penerapan SPM memprioritaskan 



 

penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan 

penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke 

dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu 

tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 22 

(1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat 

dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi: 

a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan 

dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian 

kebutuhan dasar warga negara oleh Pemerintah Daerah; 

b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka 

pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran 

yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar warga 

negara; 

c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan 

dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara untuk 

setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; 

d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, 

khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah 

dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar; 

e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat 

Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat 

Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; dan 

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. 

(2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat 

dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:  

a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan 

dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan 

kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan 

kebutuhan dasar warga negara; 

b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya 

dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; 

c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya 

untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar 

warga negara dalam rencana kerja tahunan; 

d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan 

dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana 



 

indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam 

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; dan 

e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. 

(3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat 

dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan pada saat 

perumusan Renstra Perangkat Daerah meliputi:  

a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; 

b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, 

khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang 

dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan 

kebutuhan dasar warga negara; 

c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran 

kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar warga negara; 

d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam 

pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; 

e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan, 

khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan 

dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang 

disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar 

warga negara; dan 

f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan 

dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. 

(4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar 

yang dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan pada 

saat perumusan Renja Perangkat Daerah meliputi: 

a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, 

khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; 

b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan 

dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; dan 

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya 

dikaitkan dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan 

alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun 

dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. 

Pasal 23  

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, 



 

kegiatan dan sub kegiatan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar 

dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, 

RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

(2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan 

dan sub kegiatan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar setelah 

tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, 

RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 

(3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran 

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pemenuhan 

Pelayanan Dasar dalam APBD. 

(4) Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana 

pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1). 

Paragraf 4 

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 

Pasal 24 

(1) Perangkat Daerah pelaksana penerapan SPM, melaksanakan 

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pemenuhan 

Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).  

(2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program, 

kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima 

Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. 

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa, sarana prasarana, sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah. 

(2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang 

tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 

Pemerintah Daerah dapat: 

a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi 

Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar 

secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat 

miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan 

barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan 

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana prasarana, sumber 

daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM. 

 



 

(4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan 

pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan 

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum 

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

Paragraf 5 

Penghitungan Pencapaian SPM 

Pasal 27 

(1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan 

Indeks Pencapaian SPM. 

(2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan 

b. capaian penerima Pelayanan Dasar. 

(3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan 

dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja 

pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya 

manusia sesuai dengan Standar Teknis. 

(4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui 

Target dan Indikator Kinerja. 

(5) Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

KOORDINASI PENERAPAN SPM 

Pasal 28 

(1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di 

Provinsi. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan 

b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. 

(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

 



 

(4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  

terdiri dari: 

a.  Penanggung 

jawab 
:  Gubernur; 

b.  Ketua :  Sekretaris Daerah; 

c.  Wakil Keua :  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

d.  Sekretaris :  Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah; 

e.  Anggota : 1. Kepala Perangkat yang membidangi 

Urusan Pemerintahan Wajib terkait 

Pelayanan Dasar; 

   
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah; 

   3. Kepala Inspektorat; 

   
4. Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 

   
5. Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil; 

   
6. Kepala Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

(5) Anggota Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf e, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam 

bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh Biro 

Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat; 

c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan 

mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang 

melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan

 Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian; 

d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi 

data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; 

e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen 

perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan 

SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah 

termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 

f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen 

penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan 

SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi; 

g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber 

pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis 

Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 



 

i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Provinsi 

dan Kabupaten/Kota; 

j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat 

sebagai penerima manfaat; 

k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan 

penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan 

masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki 

Pemerintah Daerah yang terintegrasi; 

l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai 

rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 

m. melakukan rapat secara berkala; dan 

n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di 

tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi 

secara triwulan. 

(7) Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan tim 

Penerapan SPM Kabupaten/Kota dan sekretariat bersama SPM 

di tingkat pusat. 

Pasal 29 

(1) Untuk membantu tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 dibentuk sekretariat tim. 

(2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Sekretariat Daerah Provinsi. 

BAB IV 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  

Bagian Kesatu 

Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 30 

(1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) 

melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara 

berkala kepada Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan 

Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. 

(3) Hasil monitoring, evaluasi dan pemantauan disampaikan kepada 

unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas 

tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dalm penyelenggaraan 

pemerintahan, otonomi daerah dan hubungan kerjasama. 



 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 31 

(1) Perangkat Daerah pelaksana penerapan SPM menyampaikan 

laporan penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Perangkat Daerah pelaksana penerapan SPM menyampaikan 

laporan tahunan penerapan SPM paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah. 

(3) Laporan Perangkat Daerah pelaksana penerapan SPM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang 

melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian 

dalm penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan 

hubungan kerjasama. 

(4) Materi laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. hasil penerapan SPM; 

b. kendala penerapan SPM; dan  

c. ketersediaan anggaran dalam penerpan SPM. 

(5) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

laporan penerapan SPM Perangkat Daerah pelaksana penerapan 

SPM harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 

(6) Format laporan Penerapan SPM Perangkat Daerah tercantum 

dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 32 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Pelaporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Materi laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling sedikit memuat: 

a. hasil penerapan SPM; 

b. kendala penerpan SPM; dan  

c. ketersediaan anggaran dalam penerpan SPM. 

 

 

 



 

(4) Gubernur menyampaikan laporan Penerapan SPM dan 

rekapitulasi penerapan SPM Kabupaten/kota kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan 

Daerah dan Menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

(5) Format laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 33 

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM provinsi. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Kabupaten/Kota 

secara umum. 

(3) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan 

secara teknis terhadap penerapan SPM Kabupaten/Kota. 

(4) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan teknis terhadap 

penerapan SPM Provinsi. 

(5) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 34 

Pembiayaan pelaksanaan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Gubernur ini bersumber dari: 

a. APBD Provinsi; dan 

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 



 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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